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• Pertambahan penduduk dan peningkatan kepadatan. Kabupaten, terutama
di Jawa mengalami proses transformasi menjadi kota, proyeksi penduduk
tinggal di ‘urban areas’ tahun 2045: 85%

• Dukungan sumber daya (dana, SDM dan tata kelola) yang masih minim 
untuk menempatkan aspek pengurangan risiko bencana sebagai salah satu
dasar dalam pembangunan. 

• Kurangnya investasi PRB lintas sektor karena PRB dianggap ‘biaya untuk
sesuatu yang belum tentu terjadi’ dan bukan ‘investasi untuk mengurangi
risiko’

Mengapa kabupaten kota mengalami 

peningkatan risiko bencana?
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• Penurunan kualitas ekosistem karena kegiatan manusia yang mengancam
kemampuan dan ketersediaan layanan lingkungan seperti perlindungan
terhadap banjir.

• Usia infrastruktur yang semakin menua dan standar bangunan yang tidak
aman yang dapat mengakibatkan keruntuhan bangunan.

• Dampak perubahan iklim yang menaikkan atau menurunkan suhu, curah
hujan dan gelombang ekstrim berpengaruh terhadap frekuensi, intensitas
dan cakupan lokasi bencana terkait iklim.

Mengapa kabupaten kota mengalami 

peningkatan risiko bencana?

konteks 01



Mengapa kabupaten kota mengalami 

peningkatan risiko bencana?
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“Saya menyerukan agar para pemimpin dunia 

menangani perubahan iklim dan mengurangi

peningkatan risiko bencana – dan pemimpin dunia 

harus melibatkan para walikota, kota-kota kecil

dan para pemimpin masyarakat”

Ban Ki-Moon- Sekjen PBB

(Agustus 2009)



“Kab/Kota yang mampu menahan, menyerap, 
beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari
akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, 
sambil tetap mempertahankan struktur-struktur
dan fungsi-fungsi dasarnya.”
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Indonesia tangguh bencana
definisi



Kab/Kota Tangguh di Indonesia (Tahun 2012-2020)



Penilaian Kab/Kota Tangguh di Indonesia (2012-2020)
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Wonogiri, 27 November 2015

PENCANANGAN KOTA TANGGUH DI PROVINSI JAWA TENGAH  

Gubernur Provinsi Jawa 

Tengah beserta jajaran 

pimpinan daerah di seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Tengah, telah 

berkomitmen untuk 

menjadikan kabupaten dan 

kota di provinsi ini sebagai 

bagian dari jaringan 

Kabupaten/Kota Tangguh 

Dunia. 



CILACAP, 2017

RESULT FOR

SCORECARD : 

340/590

● Kerjasama antara BNPB dan UNDRR, didanai oleh Uni Eropa

● Dokumen Rencana Aksi Kabupaten Cilacap dibuat selama kegiatan 

berlangsung

● Kegiatan ini merupakan bagian dari internalisasi pembangunan 

berbasis PRB kepada bupati dan pemangku kepentingan terkait

● Fasilitator lokalnya (Pak Andi, BPBD Cilacap) berkesempatan untuk 

berbagi pengalamannya di Korea Selatan dan Mongolia



SCORECARD ASSESSMENT WITH  PUBLIC HEALTH ADDENDUM (2020)

KOTA SAMARINDA KOTA SEMARANG KAB. LUMAJANG KAB. BADUNG



SCORECARD PUBLIC HEALTH ADDENDUM ASSESSMENT RESULTS BOOK (2020)

KOTA SAMARINDA KOTA SEMARANG KAB. LUMAJANG KAB. BADUNG
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global mendorong perwujudan kabupaten kota tangguh
bencana

strategi

SFDRR, SDGs, COP 21, NUA-UNHABITAT



RPMN 2020-2024, RIPB 2020-2044 DAN RENAS PB 2020-2024

Keterkaitan Komitmen Global Terhadap
Agenda Nasional

Pelaksanaan RIPB dan Renas PB merupakan pemenuhan komitmen

agenda Global Target-E SFDRR dan Goal-11 dan 13 SDGS



03Making cities resilient

2010-2019 2020-2030

Lebih dari 4.300 kota telah menjadi bagian dari Kampanye termasuk Indonesia, 

menunjukkan komitmen yang meningkat untuk mengambil tindakan untuk memastikan
keselamatan dan kesejahteraan warga dari bencana dan krisis.

https://mcr2030.undrr.org/join

MCR merupakan gerakan global yang diinisiasi Badan PBB untuk pengurangan

risiko bencana atau United Nations For Disaster Risk Reduction (UNDRR) untuk
mendorong komitmen ketangguhan pemerintah kota/kabupaten di seluruh dunia.
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keterkaitan dengan SDGs target 
11

…membuat kota-kota dan permukiman 
menjadi inklusif, aman, tangguh dan 
berkelanjutan sesuai tujuan 11 SDGs: 

 Mendorong Pemerintah Provinsi dan 
Kota/Kabupaten untuk lebih 
berkomitmen dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan Kerangka Sendai
untuk PRB yang terintegrasi dalam 
Kerangka Pembangunan Berkelanjutan 
2015-2030, 

 melalui penerapan manajemen risiko yang 
terpadu dan menyeluruh, partisipasi 
dalam jejaring Kota/Kabupaten Tangguh; 
mendukung prakarsa-prakarsa yang 
mendorong tercapainya sekolah dan 
rumah sakit serta aset dan properti 
daerah penting lainnya yang aman dan 
berkelanjutan.



RIPB 2020-2044

03

RENAS PB 2020-2024

RPB DAERAH

KAJIAN

RISIKO

BENCANA

DAERAH

RPJM

RENSTRA

RENJA

Internalisasi
Agenda PRB
Ke Dalam
Pembangunan

strategi

RTRW 

DAERAH

pusat

daerah
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kebijakan PB dan Ketangguhan Nasional

UU 24 Tahun 2007 pasal 35 dan 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 5 dan 6

Perpres 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana

Perka 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB
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04

05

strategi



RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA



Kebijakan dan Strategi RIPB 2020-2044



Posisi RENAS PB dalam Perencanaan PB

Kebijakan dan strategi RENAS PB diturunkan dalam 27 aksi dan

119 indikator aksi.

Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan

terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan

Berkelanjutan".



KEBIJAKAN 

DAN 

STRATEGI 

RENAS PB

2020-2024

Penguatan

Investasi

Pengelolaan Risiko

Bencana sesuai

dengan Proyeksi

Peningkatan Risiko

Bencana

Penguatan dan 

Harmonisasi

Sistem, Regulasi

serta Tata Kelola 

PB yang Efektif

dan Efisien

Peningkatan

Sinergi antar

Kementerian/Lembaga 

dan Pemangku

Kepentingan

dalam PB

Percepatan

Pemulihan

Daerah dan 

Masyarakat 

Terdampak

Bencana untuk

Membangun

Kehidupan yang

Lebih Baik

Peningkatan

Kapasitas dan 

Kapabilitas

Penanganan

Kedaruratan

Bencana yang 

Cepat dan Andal

• Peningkatan Sarana 

Prasarana Mitigasi dan 

Pengurangan Risiko

Bencana

• Penguatan Sistem

Kesiapsiagaan Bencana

• Penguatan Sistem

dan Operasionalisasi

Penanganan Darurat

Bencana

• Penerapan riset

inovasi dan 

teknologi

kebencanaan

melalui integrasi

kolaboratif multi 

pihak

• Penyelenggaraan

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi di 

daerah terdampak

bencana

• Penguatan dan 

harmonisasi peraturan

perundang-undangan

penanggulangan bencana

• Penguatan Tata Kelola PB 

yang Semakin Profesional, 

Transparan, dan 

Akuntabel

• Pembedayaan masyarakat dalam PB dengan

pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif

(collaborative social engineering)

• Peningkatan perlindungan terhadap

kerentanan lingkungan di daerah rawan

bencana



• MCR 2030 di Indonesia direncanakan akan
diwujudkan dengan kolaborasi antara BNPB 
dengan UCLG ASPAC, Siap Siaga (DFAT), 
CARI, APEKSI/APKASI dan mitra pembangunan

• Bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus
menjaring kolaborasi seluruh daerah untuk
berkomitmen mewujudkan ketangguhan daerah
menghadapi bencana

• Pengukuran ketangguhan awal dilakukan
melalui perangkat Making Cities Resilient Stage 
Assessment dan kemudian dapat didetilkan
menggunakan perangkat SPDAB (Standar
Pengamanan Daerah Aman Bencana

• Pengukuran ketangguhan merupakan
mekanisme identifikasi masalah yang hasilnya
menjadi rekomendasi dalam perencanaan
pembangunan.

Mewujudkan Daerah Tangguh 
Bencana dengan ‘’Making Cities 
Resilient (MCR2030) di 
Indonesia



• Pada tahun 2021 ini BNPB berkolaborasi dengan
Siap Siaga (DFAT) dan CARI melakukan penilaian
ketangguhan daerah melalui perangkat Making Cities
Resilient Stage Assessment dan SPDAB (Standar
Pengamanan Daerah Aman Bencana)

• Perangkat Standar Pembangunan Daerah Aman 
Bencana (SPDAB) merupakan penyempurnaan
dari Indeks ketangguhan Daerah (IKD), 10 
langkah mendasar ScoreCard, SPM Sub-Urusan
Bencana, serta ISO 37123:2019 terkait
ketangguhan Kota. Perangkat ini bersifat
penilaian mandiri dan lebih sederhana.

• Penilaian melalui perangkan Making Cities 
Resilient Stage Assessment dilaksanakan 514 
Kabupaten dan Kota di Indonesia. 

• Selanjutnya dilakukan penilaian menggunakan
perangkat Standar Pembangunan Daerah Aman 
Bencana (SPDAB) pada 237 Kabupaten dan 
Kota berisiko tinggi dalam IRBI 2020.



• Pada tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah
dari Global Platform for Disaster Risk Reduction 
(GPDRR) ke-7 di Bali. 

• Salah satu agenda yang akan dilakukan adalah
penyampaian sertifikat dari UNDRR kepada Kepala
Daerah yang berkomitmen Sign Up MCR 2030

• Komitmen ketangguhan dari seluruh kabupaten dan 
kota akan selaras dengan visi ketangguhan Nasional. 
Hal ini menjadi capaian baik Indonesia dalam
diplomasi kebencanaan.

• Untuk mewujudkan komitmen Kepala Daerah dalam
Sign Up MCR 2030, BNPB berkolaborasi dengan
UCLG Aspac, Apeksi, Apkasi dan mitra

• Pada tahun 2021 hingga 2024, Pemerintah Indonesia 
menargetkan lebih banyak kabupaten/kota yang turut
mendaftar dalam gerakan MCR 2030. 
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Kesadaran & Advokasi
Diagnostik dan Dukungan

Perencanaan
Dukungan Penerapan

Meningkatkan

kesadaran terhadap

PRB dan 

ketangguhan

Mengintegrasikan risiko

iklim ke dalam strategi 

dan rencana

Meningkatkan

ketrampilan

diagnostik (mengenali

tanda- tanda) untuk

perencanaan

Meningkatkan strategi dan 

perencanaan

Meningkat

kan akses

terhadap

anggaran

Memastikan

infrastruktur

yang tangguh

Mengaktifkan hubungan nasional-lokal

Meningkatk

an analisis

risiko

Kegiatan sepanjang perjalanan

Mempromosikan pembelajaran kota-ke-kota

Memperkuat kemitraan di dalam kota

Mengado

psi solusi

berbasis

alam

Memastikan

inklusi

DAMPAK:

Kota 

meningkatkan

ketangguhan dan 

berada di jalur

keberlanjutan

untuk mewujudkan

SDG 11 

PRB/ 

Mengarusutam

akan

ketangguhan: 

Integrasi lintas kegiatan untuk memastikan koordinasi/tanggapan yang komprehensif dan sistematik, strategi dan tindakan: Pendekatan multi-sektoral dengan berbagai kemitraan

Gambaran Making Cities Resilient 2030 (MCR2030)
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Komitmen untuk bergerak di 

sepanjang jalur untuk

mengembangkan dan 

menerapkan strategi PRB dan 

ketangguhan

Komitmen untuk bergerak menuju

pengembangan strategi PRB dan 

ketangguhan serta memastikan

rencana pembangunan

memasukkan informasi risiko

Komitmen untuk menerapkan dan 

mengarusutamakan PRB dan 

ketangguhan di semua sektor dan 

berbagi pengalaman
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Tahap B kota Tahap C kota

Penilaian kota dan identifikasi diri sebagai titik masuk

kota MENERAPKAN lebih baik
kota MERENCANAKAN

lebih baik

Integrasi 

horizontal dan 

vertikal dari

ketangguhan

dan 

keberlanjutan

dalam

pembangunan

perkotaan, lintas

instansi/departe

men kota dan 

dalam fungsi

kotaKegiatan sepanjang perjalanan
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Hasil Penilaian
MCR-2030 di 
beberapa
kabupaten/kota di 
Indonesia

500 Kabupaten/Kota, 

kriteria:

Stage A

Stage B

Stage C

33

113

354

HASIL SEMENTARA 

MOHON TIDAK DIKUTIP
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Sintesa Sementara Hasil Kaji MCR-
2030 Stage Assessment
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Hasil Penilaian MCR-2030 Stage 

Assessment di beberapa Provinsi
 Seluruh kab/kota di Provinsi Bali berada pada 

Tahap C, menurut hasil pengukuran

menggunakan MCR-2030 Stage Assessment 

serta data/informasi pendukung dan bukti

verifikasi yang dikumpulkan secara daring dan 

dikurasi oleh enumerator terlatih. 

 Hal ini bermakna seluruh kab/kota di Provinsi

Bali dasarnya sudah memiliki dokumen

perencanaan untuk peningkatan ketahanan

bencana serta terdapat integrasi muatan PB ke

dalam perencanaan pembangunan. 

 Dokumen rencana tersebut perlu didukung

oleh para pihak agar dapat diwujudkan secara

efektif, efisien, dan tepat sasaran menuju

kota/kabupaten Tangguh yang seutuhnya

sesuai Roadmap MCR2030.



Terima 

Kasih
“Indonesia Tangguh bencana

adalah visi dan kerja kita

Bersama”


